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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan umum tentang HKI 
1. Pengertian Hak0Kekayaan Intelektual  
             Hak Kekayaan0Intelektual sudah memiliki sejarah yang cukup panjang di dunia dan 
di Indonesia sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penemuan mesin cetak oleh J. 
Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di eropa.1 Sebab mulai pada saat itulah hak atas 
kekayaan intelektual mulai menjadi sebuah perhatian dunia. Hal tersebut didasarkan karena 
penemuan mesin cetak tersebut memberikan akibat yang pada dasarnya baik. Namun 
memerlukan perlindungan untuk hak atas karya yang dapat dibuat dengan menggunakan media 
cetak tersebut. Sehingga hak cipta dirasa oleh orang eropa perlu guna melindungi karya 
tersebut dari orang lain dan memberikan apresiasi terhadap penciptanya. Selanjutnya hak 
kekayaan intelektual ini terus mengalami perkembangan secara bertahap.  
 Seiring dengan perkembangan zaman, dunia semakin lama semakin sempit. Teknologi 
komunikasi telah menciptakan kemudahan dalam berinteraksi antarmanusia tanpa kendala 
jarak dan waktu. Melalui media radio, televisi, dan kemudian internet, orang bisa menyaksikan 
kejadian terjadi di belahan bumi yang lain.2 Hal tersebut membuat masyarakat dunia atau 
negara negara memulai untuk mengatur tentang hak kekayaan intelektual, dimulai dengan 
negara italia, kemudian diikuti oleh kerajaan inggris dan negara negara lain mulai mengikuti 
sehingga dirasa perlu untuk melakukan penyatuan sumber peraturan terkait dengan hak atas 
kekayaan intelektual ini sehingga lahir nya Paris Convention pada tahun 1883 untuk masalah 
patent, merek dagang dan desain. Lalu dikuti dengan adanya Berne Convention pada tahun 
1886 untuk masalah copyright untuk hak cipta. Dimana kedua perjanjian tersebut memberikan 
                                                          
1 Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyberspace, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, 
hlm 8 
2 Much Nurachmad, Segala tentang HAKI Indonesia Buku Pintar Memahami Aturan HAKI kita, 
Buku Biru, Jogjakarta, hlm  17 
dampak atas muncul nya World Intellectual Property Organization (WIPO) yang selanjutnya 
akan berubah menjadi World Trade Organization untuk mengurus masalah perdagangan 
internasional.3 
 Hki merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam 
kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap kekayan intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa 
pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu 
komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak hak individu 
meskipun ada tetapi masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak- hak individu tetap dihormati, 
tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.  
 Seiring dengan perkembangan zaman, dunia semakin lama semakin sempit. Teknologi 
komunikasi telah menciptakan kemudahan dalam berinterakasi antar manusia tanpa kendala 
jarak dan waktu. Melalui media radio, televisi, dan kemudian internet, orang bisa menyaksikan 
kejadian yang terjadi di belahan bumi yang lain. Pertukaran tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat 
antar negara berlangsung dengan cepat. Gaya hidup, fashion, perkawinan antar ras satu dengan 
ras yanglain kemudian menciptakan kebudayaan baru yang disebut budaya modern. Indonesia 
sebagai bagian dari dunia juga tidak bisa lepas adanya pengaruh budaya modern. Sehingga 
diperlukannya lah peraturan yang melindungi karya karya yang dibuat oleh para pencipta. 
Inilah peraturan yang disebut dengan HKI. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Haki 
berupa hak untuk menikmati secara ekonomis yang didapatkan dari karya karya tersebut. Jadi 
pengertian Hki0adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari0kreativitas intelektual 
tersebut.4 
2. Ruang Lingkup HKI  
                                                          
                 3 Ibid. hlm 18 
              4 Ibid,  hlm 16 
Ruang lingkup yang termasuk di dalam Hki dapat dibagi menjadi dua yaitu hak0cipta 
dan hak0kekayaan0industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, sastra. Hak kekayaan 
industri terdiri dari paten, merek, desain0industri, desain0tata letak sirkuit0terpadu, 
rahasia0dagang, dan perlindungan varietas tanaman. 
3. Prinsip dasar HKI 
“Perlindungan HKI pada dasarnya adalah lebih dominan kepada perlindungan 
individual, namun0untuk menyeimbangkan kepentingan0individu dengan 
kepentingan0masyarakat, maka0sistem HKI mendasarkan diri0pada prinsip sebagai berikut”5:  
a. Prinsip0Keadilan ( The Principle0of natural justice) 
       "Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil 
dari kemampuan0intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan0tersebut 
dapat berupa0materi maupun bukan materiil seperti adanya rasa0aman karena 
dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya, hukum memberikan perlindungan 
tersebut demi kepentingan tersebut.” 
b. Prinsip Ekonomi ( The Economic Argument) 
         “Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan 
kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada 
khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta 
berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah kepemilikan 
itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan 
untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. “Dengan demikian hak 
milik intelektual0merupakan0suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. 0Dari 
                                                          
              5 Budi Agus Purwandi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2005, hlm 32-35 
kepemilikanya, seseorang akan0mendapatkan keuntungan, misalnya dalam 
bentuk pembayaran royalti dan technical fee.”” 
c. Prinsip kebudayaan ( The Culture Argument) 
         "Karya manusia pada dasarnya akan menghasilkan lebih banyak karya 
lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf 
kehidupan, peradaban, dan manfaat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, 
karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah 
suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang 
diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk melahirkan 
ciptaan baru.” 
d. Prinsip Sosial ( The social argument) 
      "Hukum0tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang 
berdiri sendiri, 0terlepas dari manusia0yang lain akan tetapi hukum mengatur 
kepentingan0manusia sebagai warga masyarakat.” 
B. Tinjauan umum tentang Hak Cipta 
1. Pengertian dari Hak Cipta  
   Menurut pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud 
dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 
pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Sehingga dapat kita pahami dari 
rumusan pasal diatas bahwa pada dasar nya hak cipta adalah merupakan suatu hak yang akan 
didapatkan oleh pencipta apabila di declare atau dinyatakan kepada kementrian hukum dan 
ham khususnya Direktorat Hak Cipta. 
   Perlindungan Hak Cipta menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak 
cipta adalah hanya kepada objek objek yang termasuk di dalam pasal 40 yang terdiri dari :  
a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis 
lainnya 
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya 
c. Alat peraga0yang dibuat untuk kepentingan0pendidikan dan ilmu pengetahuan 
d. Lagu dan/0atau musik dengan0atau tanpa teks  
e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim 
f. Karya seni0rupa dalam0segala bentuk0seperti0lukisan, 0gambar, 0ukiran, 0kaligrafi, 
0seni pahat, patung, 0atau kolase 
g. Karya seni terapan 
h. Karya arsiktektur 
i. Peta 
j. Karya0seni0batik atau seni0motif lain  
k. Karya fotogradi 
l. Potret 
m. Karya sinematografi 
n. Terjemahan, 0tafsir, 0saduran, 0bunga rampai, basis0data, adaptasi, 0aransemen, 
0modifikasi0dan karya0lain dari hasil transformasi  
o. Terjemahan, 0adaptasi, 0aransemen, 0transformasi, 0atau modifikasi ekspresi0budaya 
tradisional 
p. Kompilasi ciptaan0atau0data, baik0dalam format yang0dapat di baca dengan program 
komputer maupun media lainnya 
q. Kompilasi0ekspresi budaya tradisional0selama kompilasi tersebut merupakan 
karya0yang asli 
r. Permainan video; dan 
s. Program komputer  
  Dengan adanya list mengenai object yang menjadi perlindungan di dalam hak cipta. Maka 
selain dari objek objek tersebut tidak atau belum memiliki perlindungan hukum. 
2. Syarat dan tata cara pendaftaran hak cipta 
   Pencipta adalah orang0yang namanya terdaftar dalam daftar0umum ciptaan dan 
pengumuman0resmi pada Departemen0Kehakiman dan0Ham RI cq Direktorat 
Jenderal0Hak0Kekayaan0Intelektual, seperti yang dimaksud dalam undang- undang, juga 
orang yang namanya di sebut dalam0ciptaan0atau0diumumkan sebagai0pencipta pada0suatu 
ciptaan. Sebagai kesimpulan, bahwa pencipta boleh melakukan pendaftaran hak ciptanya 
kepada Departemen Kehakiman dan boleh juga tidak melakukannya.6 Sebagaimana di dalam 
ketentuan pasal 64 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa tidak 
adanya suatu keharusan untuk mendaftarkan hak cipta tersebut sebab pendaftaran tersebut 
hanya melindungi pencipta dari para pihak yang mau mengambil keuntungan atau hak atas 
ekonomi dari karya pencipta tersebut dengan cara mendaftakan karya pencipta. Jadi 
pendaftaran hanya digunakan sebagai bentuk pencegahan terjadi nya pengklaiman atas karya 
orang lain. Sedang terkait dengan Hak atas moral pencipta dapat langsung dimiliki oleh 
pencipta tersebut pada saat dia sudah mengumumkan atau mempresentasikan karya nya kepada 
khalayak umum. 
        “Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi Pencatatan, dapat 
dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu: 
                                                          
6 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan & peranannya dalam Pembangunan, Sinar 
Grafika,  Jakarta, 2012, hlm 22 
1. Secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, 
Jakarta Selatan 12940. 
2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di seluruh 
Indonesia; 
3. Melalui Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 
        Prosedur pencatatan hak cipta berlaku sama untuk semua jenis ciptaan, yang berbeda 
hanyalah lampiran contoh ciptaannya. Pencatatan dapat dilakukan oleh perorangan maupun 
perusahaan. 
         Berikut ini adalah persyaratan pencatatan hak cipta lagu perorangan yang dilakukan 
secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM: 
1. Mengisi formulir pencatatan. 
2. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian ciptaan berupa judul lagu, not balok atau not 
angka beserta syairnya ditulis dalam selembar kertas dan contoh lagu dalam bentuk CD. 
3. Melampirkan dokumen pendukung seperti identitas pemohon dan bukti 
kewarganegaraan, Surat Kuasa Khusus apabila melalui kuasa, Surat Pernyataan 
Kepemilikan Hak Cipta. 
4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,-“(Lampiran Peraturan Pemerintah 
No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). 
       Jika permohonan diajukan atas nama perusahaan, maka dokumen berikut ini wajib 
dilampirkan dalam permohonan: 
1.  Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Notaris.  
2.  Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan yang akan menandatangani Surat Kuasa dan Surat 
Pernyataan. 
Prosedur pencatatan hak cipta adalah sebagai berikut:  
1.  Setelah pengajuan permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual akan melakukan pemeriksaan administratif mengenai kelengkapan 
dokumen.  
2.  Jika dalam pemeriksaan administratif dokumen belum lengkap, pemohon diberi waktu 
3 bulan untuk melengkapinya.  
3.  Ditjen KI kemudian akan melakukan evaluasi dan jika tidak ada keberatan terhadap 
permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan 
mengeluarkan Surat Pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan. 
        Keputusan menerima atau menolak permohonan wajib diberikan dalam waktu paling lama 
9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Perlu dipahami dengan 
baik bahwa pencatatan ciptaan lagu bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta 
karena prinsip hak cipta adalah timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah 
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Akan tetapi, pencatatan hak cipta memiliki 
manfaat-manfaat seperti: 
a. Antisipasi adanya pihak lain yang menggunakan tanpa izin; 
b. Antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta; 
c. Alat meminta pembatalan pencatatan ciptaan kita oleh pihak lain yang dilakukan tanpa 
hak. 
C. Tinjauan umum tentang Perjanjian secara umum  
1. Pengertian dari Perjanjian Secara Umum  
         Untuk membuat suatu perjanjian hendaknya kita lebih dulu memahami arti dari perjanjian 
tersebut. Apabila dilihat di literatur banyak kita temui beraneka ragam pengertian perjanjian 
itu, dimana masing-masing dari sarjana memberikan pengertian sendiri-sendiri, hal mana 
pengertian tersebut dibuat oleh pakar hukum, oleh karena hal inilah kita tidak menemukan 
keseragaman pengertian perjanjian. 
         Sebelum kita lebih jauh membahas tentang perjanjian ada baiknya kita terlebih dahulu 
membahas mengenai perikatan, sebab kita ketahui perjanjian itu tidak terlepas dari perikatan. 
Dimana disini nampak jelas bahwa suatu perjanjian 0adalah suatu peristiwa0dimana seseorang 
berjanji pada orang lain atau dimana0dua orang0itu0saling berjanji untuk melakukan sesuatu 
hal. “Dari peristiwa itu dapat ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang 
dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut0menerbitkan suatu 
perikatan0antara0dua0orang0yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu 
rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji0atau kesanggupan0yang diucapkan0atau 
ditulis. Dengan demikian maka hubungan antara0perikatan dan perjanjian adalah sumber 
perikatan, disampingnya0sumber-sumber lain. Perjanjian adalah sumber yang terpenting yang 
melahirkan perikatan.”  
        Dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan 
dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang “. Dari ketentuan pasal diatas 
mengandung arti bahwa suatu perikatan bersumber pada suatu perjanjian selain Undang-
Undang dan dijelaskan pula di dalam buku ketiga KUHPerdata mengatur tentang 
Verbetenissenrecht diartikan sebagai perikatan dan overeenkomst diartikan sebagai perjanjian. 
Namun secara implisit buku ketiga KUHPerdata tidak menjelaskan defenisi perikatan oleh 
karena itu para ahli memberikan rumusan tentang perikatan ini beraneka ragam. Dari hal ini 
para ahli memberikan rumusan masing-masing. 
        Menurut Prof Subekti7 “perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak 
berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain berkewajiban 
untuk memenuhi tuntutan itu.” 
         Menurut Hofman8 “perikatan adalah suatu hubungan antara sejumlah terbatas subyek 
subyek hukum sehubungan dengan itu0seorang atau0beberapa orang 
dari0padanya0mengikatkan dirinya untuk bersikap0menurut0cara-cara tertentu terhadap pihak 
lain yang berhak atas sikap yang demikian itu.” 
         Menurut Wan Sadjaruddin Baros9 perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang 
(pihak) atau lebih dalam harta kekayaan yang menibulkan hak di satu pihak dan kewajiban di 
pihak lain. 
          Dari beberapa pendapat para sarjana diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu 
perikatan (verbintenis) terkandung hal- hal sebagai berikut: 
1. Adanya hubungan hukum 
2. Biasanya mengenai kekayaan atau harta benda 
3. Antara dua orang/ pihak atau lebih 
4. Memberikan hak kepada pihak yang satu, yaitu kreditur 
5. Meletakkan kewajiban pada pihak yang ;ain, yaitu debitur 
6. Adanya prestasi 
         Setelah kita lebih mengetahui pengertian dari perikatan maka kita kembali pada 
pembahasan perjanjian, yang mana diatas telah dijelaskan bahwa perikatan bersumber pada 
perjanjian, dan selain perjnajian masih ada lagi sumber lain yang menerbitkan perikatan yaitu: 
Undang- undang 
        Pendapat beberapa sarjana mengenai pengertian perjanjian yaitu: 
                                                          
7 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Jakarta, 1989, hlm 122 
8 Hofman, Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2003, hlm 2 
9 W.S. Baros, Sendi Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm 12 
        Menurut Hartono Suprapto10 perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada orang lain atau dua orang lain itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. 
        Menurut M. Yahya Harahap11 perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau 
harta benta antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hukum pada satu pihak untuk 
memperoleh potensi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menaikkan prestasi.  
        Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata0adalah” suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih”. Dalam membuat perjanjian, kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian 
sama dan sederajat. Pengertian perjanjian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan 
umum sekali, tanpa menyebutkan untuk tujuan apa suatu perjanjian dibuat. Hanya 
menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih saling mengikatkan dirinya pada pihak lain. 
“Karena itu, 0suatu perjanjian akan lebih0tegas artinya, jika pengertian0perjanjian diartikan 
sebagai suatu persetujuan dimana0dua orang atau0lebih saling0mengikatkan diri untuk 
melaksanakan suatu hal dalam bidang harta kekayaan.” 
         Dalam membuat suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak dan 
menganut sistem terbuka. Maksud asas tersebut, setiap orang pada dasarnya boleh membuat 
perjanjian mengenai apa saja. Peraturan mengenai hukum perjanjian pada umumnya juga 
bersifat menambah atau pelengkap, dimana pihak-pihak dalam membuat perjanjian, bebas 
untuk menyimpang dari ketentuan yang ada. Kebebasan itu menurut Undang-Undang dibatasi 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
        Suatu perjanjian itu dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan 
sesuatu, dan juga bahwa perikatan merupakan persetujuan hukum yang konkrit atau riil, hal itu 
karena dapat dilihat adanya dua orang atau dua pihak yang mengucapkan atau menulis janji-
                                                          
10 Hartono Suprapto, Pokok Pokok Hukum Perikatan, Bandung, 1999, hlm 12 
11 M. Yahya Harahap, Segi- segi Hukum Perjanjian, Bandung, 2002, hlm 6 
janji dan kepadanya saling ditandai kesepakatan mereka berjabat tangan atau menandatangani 
suatu rumusan perjanjian istilah kontrak ditujukan pada perjanjian tertulis.  
         Jadi dapat disimpulkan bahwa persetujuan atau perjanjian itu adalah suatu perbuatan 
hukum, dimana satu orang0atau lebih mengikatkan0diri atau saling mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau0lebih. 
        “Apabila kita melihat dari sistemnya maka hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka, 
artinya0bahwa macam-macamnya hak atas0benda adalah terbatas dan peraturan- peraturan 
yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan0hukum perjanjian 
sendiri0memberikan kebebasan yang0seluas luasnya kepada masyarakat untuk 
mengadakan0perjanjian yang berisi dan apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan 
kesusilaan.”  
         Dari kejelasan diatas dapat diartikan bahwa pengertian perjanjian yang diberikan para 
pakar sesuai dengan sistem hukum perjanjian yaitu sistem terbuka dimana para pihak diberikan 
kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu namun juga terikat akan perjanjian 
tersebut asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.12  
         “Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur, yaitu:13    
1. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai subyek 
perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi pihak adalah 
orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.   
2. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu 
perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar menawar di antara 
mereka.  
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3. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, 
selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya, para pihak terikat 
dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan dan ketertiban umum.  
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak 
dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak 
yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, bagi pihak lain hal tersebut 
merupakan hak, dan sebaliknya.  
5. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal 
suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada. 
6. Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena 
suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, 
perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.” 
2. Asas- asas Perjanjian  
      Di dalam membuat perjanjian, terdapat sepuluh asas yang harus diperhatikan, sebagai 
berikut:14  
1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian  
      Kesepakatan pihak yang mengikatkan diri adalah asas yang menentukan adanya perjanjian, 
asas esensial dari hukum perjanjian. Asas kebebasan ini bersifat universal. Asas 
konsensualisme ini mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri. 
Kemauan ini menimbulkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Asas 
                                                          
14 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 136  
 
konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berjanji dan asas 
kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdata).  
       Asas kebebasan0berkontrak adalah salah satu0asas yang sangat penting di dalam 
hukum0perjanjian. Kebebasan ini adalah0perwujudan dari0kehendak bebas, sebagai bukti 
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi 
perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. 
Perjanjian yang dibuat sesuai ketentuan, mempunyai ketentuan mengikat. Dalam 
perkembangannya yang terakhir, asas kebebasan berkontrak ini dinilai tidak lagi 
mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mndapat 
perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi 
arti relatif, selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Sejak itu pengaturan isi perjanjian tidak 
semata mata diserahkan kepada para pihak, akan tetapi mulai dibatasi. Pemerintah sebagai 
pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan perorangan dan 
kepentingan masyarakat, mulai ikut campur. Akibatnya asas kebebasan berkontrak ini semakin 
sempit dilihat dari beberapa segi yaitu:   
a. Kepentingan umum  
b. Perjanjian baku  
c. Perjanjian dengan Pemerintah.  
2. Asas persesuaian kehendak  
      Dalam persesuaian kehendak, setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan 
keinginannya, yang menurut mereka baik, dalam membuat0perjanjian. Asas0ini sangat0erat 
hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.  
3. Asas kepercayaan  
       Membuat0perjanjian, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak, untuk saling 
memegang janjinya. Tanpa adanya kepercayaan, perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh 
para pihak, karena dengan kepercayaan itulah kedua0belah pihak0mengikatkan dirinya0dan 
bagi mereka perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.  
4. Asas0kekuatan0mengikat  
      “Di dalam perjanjian terkandung pula suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak 
pada perjanjian itu tidak semata mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga 
terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. 
Dengan demikian asas moral, kepatutan dan kebiasaan mengikat pula para pihak.”  
5. Asas persamaan hukum    
       Asas0ini0menempatkan0para0pihak0di0dalam0persamaan0derajat, 
tidak0ada0perbedaan, para pihak wajib0melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan 
kedua0pihak untuk menghormati satu sama lain0sebagai0sesama manusia ciptaan Tuhan.  
7. Asas keseimbangan  
        Asas0ini0menghendaki0kedua0pihak0memenuhi0dan0melaksanakan perjanjian. Asas 
keseimbangan ini merupakan0kelanjutan0dari0asas0persamaan. 
Kreditur0mempunyai0kekuatan0untuk menuntut0prestasi dan0jika0diperlukan 
dapat0menuntut0pelunasan0prestasi melalui kekayaan0debitur, namun0kreditur 
memikul0pula beban0untuk0melaksanakan0perjanjian itu dengan0itikad0baik. 0Di sini 
kedudukan kreditur yang kuat di imbangi dengan0kewajibannya0untuk 
memperhatikan0itikad0baik, sehingga0kedudukan kreditur dan debitur0seimbang.  
7. Asas0kepastian0hukum  
        Perjanjian0sebagai suatu bentuk hukum0mengandung kepastian hukum. Kepastian 
ini0terungkap dari kekuatan mengikat0perjanjian itu, sebagai undang-undang0bagi0para 
pihak.  
8. Asas0moral  
        Asas0ini terlihat dalam perikatan0wajar, dimana suatu0perbuatan0sukarela 
dari0seseorang0tidak menimbulkan0hak baginya untuk0menggugat kontrapretasi dari 
pihak0debitur. Juga hal ini terlihat di dalam0perbuatan sukarela, dimana seseorang yang 
melakukan suatu perbuatan dengan sukarela, mempunyai 
kewajiban0untuk0meneruskan0dan0menyelesaikan perbuatannya. 0Faktor-faktor 
yang0memberikan motivasi pada yang0bersangkutan melakukan0perbuatan hukum itu 
berdasarkan pada0kesusilaan, sebagai panggilan0dari hati nuraninya. 
 9. Asas kepatutan  
       Asas ini berkaitan0dengan0ketentuan mengenai isi0perjanjian. Melalui asas ini 
ukuran0tentang hubungan ditentukan0juga oleh rasa keadilan dalam0masyarakat.  
10. Asas kebiasaan  
      “Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat 
yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim 
diikuti. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan 
didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh 
kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Hal-hal yang menurut kebiasaan senantiasa 
diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun hal itu tidak 
dengan tegas dinyatakan (Mariam Darus Badrulzaman, 1987).”19. 
D. Tinjauan umum tentang Perjanjian Lisensi 
1. Pengertian dari Perjanjian Lisensi 
    Perjanjian lisensi atau lisensi apa dilihat dalam0Undang- Undang0Nomor 30 Tahun 
2000 tentang0Rahasia Dagang, Undang- Undang0Nomor 31 Tahun 2001 tentang0Desain 
Industri, Undang- Undang Nomor032 Tahun 2000 tentang0Desain Tata Letak0Sirkuit 
Terpadu, Undang- Undang No 14 Tahun 2001 tentang Patent, dan Undang- Undang0No 15 
Tahun 2001 tentang0Merek terdapat beberapa rumusan mengenai pengertian lisensi yaitu:  
a) “Lisensi0adalah Izin yang0diberikan oleh pemegang0Hak0Rahasia0Dagang kepada pihak 
lain melalui0suatu0perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) 
untuk0menikmati0manfaat0ekonomi dari suatu Rahasia0Dagang yang diberi perlindungan 
dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Undang- Undang No 30 Tahun 2000)””  
b) “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Desain Industri kepada pihak lain 
melalui suatu perjanjian berdasarkan perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 
pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain Industri yang di beri 
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Undang- Undang No 31 
Tahun 2000)” 
c) “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain melalui suatu 
perjanjian berdasarkan pada pemberian0hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati 
manfaat0ekonomi dari suatu desain tata letak sirkuit terpadu yang diberi perlindungan 
dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu ( Undang- Undang No 32 Tahun 2000)”” 
d) Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada0pihak0lain berdasarkan 
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomu dari suatu patent yang diberi 
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu ( pasal 1 angka 13 Undang- Undang 
No 14 Tahun 2001)  
e) “Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu 
perjanjian berdasarkan pada pemberian hak ( bukan pengalihan hak) untuk menggunakan 
merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan 
dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (pasal 1 angka 13 Undang- Undang No 15 
Tahun 2001)””15 
     Demikianlah dapat kita rumuskan pengertian lisensi dari kelima undang- undang tersebut 
bahwa lisensi adalah sebuah pemberian ijin dari pemilik hak atas hak kekayaan intelektual atau 
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pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk dapat menggunakan hak atas 
ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual tersebut dengan jangka waktu tertentu dan syarat 
tertentu dengan membayar royalti. 
Selain itu terdapat beberapa pengertian dari perjanjian lisensi dari para ahli, dimana 
menurut pendapat dari Dewi Astutty Mochtar yang mengatakan bahwa “perjanjian0lisensi 
merupakan0hubungan0hukum antara0pemilik atau0pemberi teknologi, 0dimana 
pemilik0teknologi memindahkan0teknologinya melalui pemberian0hak dengan suatu0lisensi 
kepada setiap0orang atau badan0hukum.”16  “Dari berbagai definisi tersebut dapat dimengerti 
bahwa lisensi merupakan “penjualan” izin atau privilege untuk mempergunakan0paten, 
0teknologi, 0hak atas0merek ataupun Hak0atas0Kekayaan0Intelektual lainnya kepada pihak 
lain, dimana0pemberi0lisensi akan0memperoleh0keuntungan berupa pembayaran0fee 
atau0royalti dari penerima lisensi. Dapat0dikatakan juga bahwa dengan lisensi, terjadi suatu 
penyerahan hak kepada pihak lain untuk0memakai0penemuan0yang dilindungi0oleh 
hak0cipta, hak0merek ataupun hak0kekayaan0intelektual0lainya baik membuat, menggunakan 
dan/atau menjual barang0yang ada0di0bawah0lisensi0tersebut dengan membayar. 
Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa lisensi merupakan hak khusus atau privilege yang 
bersifat komersil, dalam arti kata memberikan hak dan0kewenangan untuk memanfaatkan 
sesuatu yang dilindungi dengan mendapatkan keuntungan yang ekonomis.” 
2. Tata cara dan syarat pendaftaran perjanjian lisensi  
        Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor080Tahun 2016 
tentang0Syarat0dan0Tata Cara Pendaftaran Perjanjian lisensi pada0pasal 2 mengatakan bahwa 
obyek yang dapat didaftarkan dalam perjanjian lisensi terdiri dari : Hak Cipta dan Hak Terkait 
, Paten, Merek , Desain0Industri, Desain0Tata Letak0Sirkuit0Terpadu ; dan Rahasia dagang. 
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Dimana untuk mendaftarkan perjanjian lisensi ini dapat didaftarkan dengan dua cara yaitu: 
secara elektronik dan secara non elektronik. Khusus teruntuk pendaftaran melalui elektronik 
dapat dilakukan pada laman website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam 
proses pengajuan permohonan pendaftaran tersebut pemohon wajib melampirkan:  
a) Salinan perjanjian lisensi atau bukti perjanjian lisensi  
b) Salinan atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang 
dilisensikan masih berlaku  
c) Asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kuasa;  
d) Asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi  
                 Untuk langkah selanjutnya dalam melakukan permohonan pencatatan perjanjian 
lisensi melalui elektronik. Pemohon juga diharuskan untuk mengisi formulir pernyataan secara 
elektronik yang berisikan bahwa perjanjian lisensi yang didaftarkan masih merupakan obyek 
kekayaan intelektual yang;  
a) masih dalam masa perlindungan   
b) tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional  
c) tidak menghambat pengembangan teknologi; dan  
d) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. 
        Dalam tata cara pendaftaran perjanjian lisensi dengan cara non elektronik maka dilakukan 
dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri Hukum dan Ham serta 
melampirkan dokumen yang sama dengan cara pendaftaran perjanjian lisensi secara elektronik 
serta surat pernyataan yang sama dengan secara elektronik tersebut. Namun untuk pendaftaran 
perjanjian lisensi yang dilakukan oleh warga negara asing maka pendaftaran perjanjian lisensi 
tersebut dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di Indonesia.  
         Dalam hal permohonan pendaftaran perjanjian lisensi baik secara elektronik maupun non 
elektronik sama sama dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang menjadi persyaratan 
untuk melakukan pendaftaran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 
permohonan perjanjian lisensi diterima. Apabila dalam dokumen persyaratan tersebut terdapat 
kekurangan maka permohon pencatatan perjanjian lisensi wajib memenuhi nya dalam jangka 
waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan kepada pemohon bahwa terdapat 
kekurangan dokumen yang menjadi syarat untuk melakukan pencatatan perjanjian lisensi 
tersebut. Dalam hal pada batas waktu tersebut pemohon tidak juga memenuhi persyaratan 
tersebut maka permohonan pencatatan tersebut dianggap telah ditarik kembali. Lain halnya 
apabila tidak ada kekurangan dan sudah memenuhi persyaratan maka menteri akan melakukan 
pengumuman pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.  
        Pencatatan perjanjian lisensi ini berlaku untuk 5 (lima) tahun dan apabila jangka waktu 
tersebut telah berakhir maka boleh untuk diajukan pencatatan kembali.  
E. Tinjauan umum tentang Putusan 
1. Pengertian dari putusan 
        Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta dan 
peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanya alat, sedangkan yang bersifat 
menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun 
sudah ada peraturanya, justru lain penyelesaiannya.17 Itulah yang dijadikan dasar oleh seorang 
hakim diperbolehkan untuk melakukan suatu penemuan hukum dan penafsiran hukum untuk 
membuat suatu putusan pengadilan. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai dasar 
sebuah hakim untum membuat suatu putusan pengadilan perlu diketahui terlebih dahulu 
mengenai pengertian dari putusan itu sendiri.  
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       Pengertian putusan hakim menurut Prof. Dr Sudikno Mertokusumo dalam bukunya 
berjudul Hukum Acara Perdata mengatakan bahwa putusan0hakim adalah suatu0pernyataan 
yang oleh0hakim, sebagai pejabat negara0yang diberi wewenang untuk0itu, diucapkan di 
persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan0suatu perkara atau sengketa 
antar0 para pihak. Bukan hanya yang di ucapkan saja, melainkan juga pernyataan yang 
dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.18 
Sehingga dapat kita ketahui bahwa pendapat yang dikemukakan oleh hakim di dalam 
pengadilan walaupun tidak dituliskan di dalam putusan yang secara tertulis termasuk sebagai 
putusan juga. Jadi dapat kita pahami dari pengertian yang telah diberikan oleh Prof. Dr Sudikno 
Mertokusumo adalah segala sesuatu yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu 
perkara baik dalam bentuk tertulis maupun lisan selama dilakukan di dalam pengadilan dan 
ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara dapat dikatakan sebagai putusan. Itulah 
pengertian dari suatu putusan. 
2. Kekuatan dari Putusan  
   Selain dari pengertian definisi dari suatu putusan maka kita juga perlu mengetahui 
kekuatan dari suatu putusan hakim yang dapat kita bagi menjadi 3, yaitu:  
1.Kekuatan Mengikat 
            Yang dimaksud dengan kekuatan mengikat adalah bahwa para pihak yang 
bersengketa di dalam pengadilan sudah menyerahkan dan mempercayakan kepada 
hakim untuk membantu para pihak tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara, maka 
para pihak tersebut akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.19 Putusan 
yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak haruslah dihormati. 
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Sehingga itulah yang membuat putusan mempunyai kekuatan untuk mengikat para 
pihak. 
2.Kekuatan Pembuktian  
        Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu 
telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.20 Sehingga hakim dalam memutuskan 
suatu perkara perlu mendasarkan pada bukti otentik yang dihadirkan di dalam 
persidangan. Jadi dapat kita pahami bahwa putusan itu dengan sendiri nya merupakan 
pembuktian mana yang benar dan mana yang salah. 
3.Kekuatan Eksekutorial 
       Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk melaksanakan 
putusan itu sendiri. Sebab tidak ada manfaat nya apabila putusan hanya mengikat para 
pihak tetapi tidak dijalankan. Maka sia sia lah putusan itu di buat. Oleh karena itu, 
putusan juga harus memiliki kekuatan eksekutorial. 
3. Jenis Jenis Putusan 
        Berdasarkan pasal 185 ayat 1 HIR membagi antara putusan akhir dan putusan yang bukan 
putusan akhir, dimana yang dimaksud dengan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri 
suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada 
yang bersifat menghukum (condemnatoir), ada pula yang bersifat menciptakan (constitutif) dan 
ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declatoir). Berbagai macam sifat 
tersebut memiliki pengertian masing masing yaitu: 21 
a) Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang 
dikalahkan untuk memnuhi prestasi, yang dimaksud prestasi dapat berupa memberi, 
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berbuat dan tidak berbuat. Namun kecendrungannya dalam putusan ini memberik 
hukuman kepada pihak yang kalah di dalam pengadilan 
b) Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan 
hukum, yang dimaksud dengan menciptakan suatu keadaan hukum adalah membuat 
suatu status hukum baru bagi seseorang sebagai contoh dalam kasus perceraian, 
pengangkatan anak dan kasus kasus lainnya. 
c) Putusan declatoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan 
apa yang sah, misalnya dalam hal terjadi kelahiran seseorang anak yang dilakukan di 
luar status pernikahan sehingga memerlukan pengadilan untuk memutuskan bahwa 
anak itu sah. Inilah yang disebut dengan putusan yang bersifat declatoir. 
F. Tinjauan umum tentang Hakim  
1. Pengertian dari hakim  
“Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim 
disebut juga kode0kehormatan Hakim. Selain itu, hakim juga merupakan pejabat yang 
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, 
pemberhentian0dan pelaksanaan tugasnya di tentukan0keadioleh undang-undang. 
0Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim adalah orang yang mengadili perkara 
(pengadilan atau mahkamah).” 
2. Tugas dan wewenang hakim  
           Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang sesuai yang tertuang 
dalam Undang- Undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, yaitu:  
a) Pasal 2 ayat (1): Tugas pokok dari pada hakim adalah menerima, memeriksa dan 
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya 
b) Pasal 5 ayat (2): Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan 
dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 
c) Pasal 14 ayat (1): Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu 
perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan ia wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya. 
3. Tanggung Jawab Hakim  
Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang hakim, yang telah diangkat oleh sumpah 
nya di depan pengadilan dapat di bagi menjadi 2 yaitu: 
1. Tanggung jawab0 hakim kepada0penguasa 
        Tanggung jawab0hakim kepada penguasa (negara) artinya0telah 
melaksanakan0peradilan0dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu, dan 
berdampak0positif bagi bangsa0dan negara. 0Melaksanakan0peradilan0dengan baik, 
peradilan0dilaksanakan sesuai0dengan undang-0undang, nilai0nilai hukum0yang 
hidup0dalam masyarakat dan kepatutan (equity). “Keadilan yang ditetapkan oleh hakim 
merupakan0perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai nilai yang hidup 
dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang0lain. 
Berdampak positif bagi masyarakat dan0negara. Keputusan hakim memberikan manfaat 
kepada masyarakat sebagi keputusan yang dapat dijadikan panutan dan yuriprudensi serta 
masukan pengembangan hukum nasional.”  
2. Tanggung Jawab Hakim Kepada Tuhan  
       “Tanggung  hakim  kepada  Tuhan Yang Maha Esa artinya telah melaksanakan 
peradilan sesuai dengan amanat Tuhan  Yang  Maha  Esa yang diberikan kepada manusia, 
menurut hukum khodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hati 
nuraninya.”22 
G. Tinjauan Pustaka tentang WIPO Performances and Phonograms Treaty  
       WIPO performances and phonograms treaty diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan 
mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2004.23 Sehingga membuat Indonesia 
terikat dan harus mematuhi perjanjian international tersebut, Dimana pada perjanjian 
international itu pada pokoknya mengatur tentang perlindungan hak cipta bagi para pelaku 
pertunjukkan dan rekaman suara terkait dengan hak milik mereka yang dilindungi oleh 
perjanjian international ini. Sehingga mereka mendapatkan hasil dari usaha mereka dan 
terlindungi apabila ada orang yang mengakses hasil usaha mereka tanpa seijin para pelaku 
pertunjukkan dan fonogram 
H. Tinjauan Pustaka tentang Beijing Treaty 2012 
         Beijing treaty on Audiovisual Performances merupakan treaty mengenai perlindungan 
terhadap hak hak para pelaku pertunjukan terkait dengan penampilan nya dalam bentuk 
audiovisual. Treaty ini disahkan melalui Diplomatic Conference pada tanggal 24 juni 2012 di 
Beijing China dan mengakhiri 12 tahun negosiasi multilateral di bawah WIPO terkait 
perlindungan ini. 
        Indonesia menjadi negara ke- 53 yang menandatangani treaty yang akan mulai berlaku 
segera setelah 30 negara penandatangan melakukan ratfikasi atas instrumen hukum 
internasional ini. Indonesia memandang penting ditandatanganinya instrument tersebut 
mengingat treaty ini mengatur norma hukum internasional yang sangat penting untuk 
memajukan perlindungan hak cipta dan membangun sistem hak kekayaan intelektual di dunia 
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pada umumnya, terutama dalam perlindungan terhadap pelaku pertunjukkan seperti actor, 
penyanyi, musisi dan penari dalam pertunjukkan yang dihasilkannya dalam bentuk audiovisual. 
        Ketentuan ini juga akan memberi kesempatan bagi pelaku pertunjukkan antara lain untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih baik dari penggunaan secara internasional 
produksi audiovisual para pelaku pertunjukkan serta memberikan perlindungan dari 
penggunaan tanpa ijin penampilan mereka dalam berbagai media audiovisual seperti televisi, 
film dan video. 
         Beijing Treaty on Audiovisual Performances semakin melengkapi perlindungan bagi 
pelaku pertunjukkan setelah disahkannya international convention for protection of 
performers. Producers of phonograms, and Broadcasting Organizations (Rome Convention) 
pada tahun 1961 dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) di Jenewa pada 
tahun 199624  
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